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TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2 0 2 3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN,

Memmbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pembenan Tunjangan Han Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penenma Pensiun, 
dan Penenma Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Teknis Pembenan Tunjangan Han 
Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023,

Mengmgat 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lmgkungan 
Provmsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730),

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntah an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
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M enetapkan

Peraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pembenan Tunjangan Han Raya Dan Gaji Ketiga Belas 
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penenma Pensiun, 
dan Penenma Tunjangan Tahun 2023 (Benta Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855),

5 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten 
Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157),

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mi yang dimaksud dengan,
1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
2 Pemenntahan Daerah adalah Pemenntah Kabupaten 

Pacitan
3 Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya dismgkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemenntahan

4 Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati
5 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

selanjutnya dismgkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD 
Kabupaten

6 Calon Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disebut CPNS 
adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penenmaan 
Calon Pegawai Negen Sipil tahap pertama dan Calon 
Pegawai Negen Sipil belum mengikuti kewajiban untuk 
memenuhi syarat sebagai Pegawai Negen Sipil dengan gaji 
100 %

7 Pegawai Pemenntah dengan Perjanjian Kerja yang 
selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan 
perjanjian keija untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
melaksanakan tugas pemenntahan

8 Han Raya adalah han raya Idul Fitn



BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 

DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian K esatu  
Um um

Pasal 2

(1) tunjangan Han Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 
dibenkan kepada Pejabat Negara dan Aparatur Negara

(2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdm 
atas
a Bupati, dan 
b Wakil Bupati

(3) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdm atas
a Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, 
b PNS, 
c CPNS, 
d PPPK,
e Pimpman Badan Layanan Umum Daerah yang terdm 

atas
1 Dewan Pengawas, dan
2 Pejabat Pengelola,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan, dan

f Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
bertugas pada mstansi pemenntah yang menerapkan 
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah

(4) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf f harus memenuhi 
persyaratan sebagai benkut
a warga negara Indonesia,
b pada saat Peraturan Pemenntah ini diundangkan, telah 

melaksanakan tugas pokok orgamsasi secara penuh 
dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun 
sejak pengangkatan atau penandatanganan peijanjian 
keija,

c pendanaan belanja pegawainya bersumber dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

d diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan 
dan/atau telah menandatangani peijanjian keija sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(5) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara 
belum melaksanakan tugas pokok orgamsasi secara penuh 
dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tunjangan 
Han Raya dapat dibenkan apabila
a telah menandatangani peijanjian keija dengan pejabat 

yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan dalam peijanjian 
keija dimaksud telah dmyatakan berhak menenma 
tunjangan Han Raya dan/atau gaji ketiga belas, atau



b telah ditetapkan menenma tunjangan Han Raya 
dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan

(6) Tunjangan Han Raya tidak dibenkan kepada PNS 
a sedang cuti diluar tanggungan negara, atau 
b sedang ditugaskan di luar instansi pemenntah baik di 

dalam negen maupun diluar negen yang gajmya dibayar 
oleh mstansi tempat penugasan

Bagian Kedua
Pem berian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 3

(1) Tunjangan Han Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan 
dan Tunjangan Kineija sebesar 50 % (lima puluh persen)

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebelum Han Raya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan 
sebesar penghasilan yang seharusnya ditenma karena 
adanya perubahan penghasilan, maka kepada yang 
bersangkutan tetap dibenkan selisih kekurangan 
Tunjangan Han Raya

(3) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) dibenkan bagi 
Pejabat Negara, PNS dan PPPK meliputi
a gaji pokok, 
b tunjangan keluarga, 
c tunjangan pangan,
d tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 
e tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh 

persen) yang ditenma dalam 1 (satu) bulan dengan 
memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan

(4) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) dibenkan bagi CPNS 
meliputi
a 80 % (delapan puluh persen) dan gaji pokok PNS, 
b tunjangan keluarga, 
c tunjangan pangan,
d tunjangan jabatan dan tunjangan umum, dan 
e tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh 

persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas 
fiskal Daerah dan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan

(5) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menenma 
tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf e, dapat dibenkan paling banyak 50% (lima puluh 
persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% 
(lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur 
Sipil Negara yang ditenma dalam 1 (satu) bulan



(6) Tunjangan Han Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar 
akumulasi dan Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, 
dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur hak 
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah

(7) Tunjangan Han Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum 
Daerah dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara 
pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan 
keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak 
sebesar Tunjangan Han Raya yang dibenkan kepada PNS 
pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum 
Daerah tersebutyang pangkat, permgkat jabatan atau kelas 
jabatannya setara

(8) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan menenma 
lebih dan 1 (satu) tunjangan Han Raya yang dibayarkan 
hanya 1 tunjangan Han Raya yang mlamya paling besar

Bagian K etiga
Pem berian Gaji K etiga B elas  

Pasal 4

Penenma, Komponen dan besaran Tunjangan Han Raya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berlaku secara
muatis mutandis dengan pembenan Gaji Ketiga Belas

BAB III
PEMBAYARAN 

Pasal 5

(1) Tunjangan Han Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) han keija sebelum 
tanggal Han Raya

(2) Dalam hal Tunjangan Han Raya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Han 
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Han Raya

(3) Besaran tunjangan Han Raya yang dibayarkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada 
bulan Maret Tahun 2023

(4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dibayarkan paling cepat pada bulan Jum Tahun 2023

(5) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas paling 
cepat dibayarkan setelah bulan Jum Tahun 2023

(6) Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran 
komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 
Tahun 2023



BAB IV 
PENDANAAN

Pasal 6

Sumber pendanaan pembenan tunjangan han raya dan gaji 
ketiga belas bersumber dan
a Untuk penenma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) dan ayat (3) huruf a, b, c dan d dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 
2023, dan

b Untuk penenma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) huruf e dan f dan Pendapatan Badan Layanan Umum 
Daerah Tahun Anggaran 2023

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya 
dalam Benta Daerah Kabupaten Pacitan

D itetapkan  di Pacitan
pada tanggal ^  -  4  -  2 0 2 3

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan  
pada tanggal ^ - 4  - 2 0 2 3

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 3  NOMOR 3 0

Salman sesuai dengpcn aslmya 
Kepala Bagiafi^Hukum,

DENI gAHYANTORO, SH , M Si 
Pembina 

NIP 19811214 200501 1 004


